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Tulisan ini akan menjelaskan secara umum mengenat
konsep keamanan nasional (national security). Bagaimana
definisi keamanan nasional berikut determinan utamanya.
Bagaimana konsep keamanan nasional yang dikembangkan
oleh kebanyakan negara maju. Namun, itu saja tidak cukup
karena konsep yang dikembangkan berdasarkan keadaan
yang terjadi di Barat (western concept) belum tentu sesuai
bila diterapkan di Indonesia. Di samping itu, tulisan ini juga
akan mengkaji perubahan keamanan nasional Indonesia
mulai perjuangan kemerdekaan sampai dengan saat ini yang
nota bene belum menemukan wujudnya yang cocok.

Sebuah negara bangsa (nation
state) mempunyai kepentingan
yang vital bagi rakyatnya yaitu
kepentingan keamanan nasion-
al (national security) dan kese-
jahteraan nasional (national pros-
perity). Keduanya bersifat ho-
larkhi -sistemik. Artinya ke-
duanya dapat dibedakan, tetapi
tak dapat dipisahkan. Perubah-
an kualitas keamanan nasional
(menurun atau meningkat) akan
berpengaruh langsung terhadap
kualitas kesejahteraan nasional,
demikian pula sebaliknya. Oleh
karena itu sangatlah wajar apa-
bila pemerintah dan seluruh
komponen kekuatan bangsa ber-
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kewajiban untuk senantiasa ber-
upaya membina, memelihara
dan mengembangkan keamanan
nasional dan kesejahteraan na-
sional.

Pendekatan keamanan na-
sional dan kesejahteraan nasio-
nal bagi setiap upaya pemba-
ngunan yang berketahanan na-
sional, membawa konsekuensi
logis bahwa gatra geografi, ke-
pendudukan dan sumber keka-
yaan alam, harus bersinergi de-
ngan gatra ideologi, politik, eko-
nomi, sosial budaya dan han-
kam. Pembangunan nasional
akan membawa perubahan pa-
da tiap gatranya. Salah satu im-
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plikasi yang cukup menonjol
bagi bangsa Indonesia adalah
pada aspek hankam yang sejak
reformasi nasional mengalami
perubahan mendasar. Sejatinya
perubahan itu bukanlah sesuatu
yang tabu, perubahan adalah
hakekat sebuah dinamika ke-
hidupan, namun perubahan itu
harus dikelola/dimanage de-
ngan baik melalui manajemen
perubahan agar mampu mem-
beri manfaat positif bagi kehi-
dupan bangsa dan negara.
Pada konteks ini keamanan
nasional dalam artian universal,
yaitu terjaminnya rasa aman
adalah masalah hakiki bagi se-
buah negara bangsa di muka
bumi ini. Keamanan nasional
mempunyai wilayah cakupan
yang sangat luas dan berjangka
panjang .selain itu keamanan
mempunyai karakter menyelu-
ruh (komprehensif integral) me-
nyangkut kehidupan umat ma-
nusia, mulai dari individu, ke-
luarga, masyarakat, bangsa dan
negara Oleh sebab itu memecah-
kan masalah keamanan nasional,
terutama bila hal itu menyangkut
perubahan konseptual, harus
dikaji secara mendalam, hati-hati
dan penuh dengan kearifan, be-
bas dari emosi serta kepentingan
sesaat. Penelitian dan pengkajian
hendaknya memperhatikan ma-
sukan dari jalur aspiratif/ masya-
rakat pada umumnya, jalur aka-
demik dan tak kalah pentingnya
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adalah para profesional serta
praktisi/ pelaksana sejarah tanpa
harus terjebak pada jargon-jar-
gon sektarian dan parokhial.

Makna hakiki keamanan na-
sional

Keamanan nasional mempu-
nyai pengertian yang sangat
luas. Keluasan ini disebabkan
oleh sudut pandang yang berbe-
da dalam memahami keamanan
nasional. Perspektif keamanan na-
sional dapat ditinjau dari orang
perorang, keluarga, masyarakat,
bangsa, penyelenggara negara
bahkan organisasi masyarakat
antar bangsa. Oleh sebab itu,
memahami definisi keamanan
nasional secara komprehensif
harus dipandang dari keseluruh-
an sudut pandang di atas, baik
pada dimensi kondisi maupun
pada dimensi fungsi.

Ditinjau dari perspektif indi-
vidual dan keluarga, keamanan
nasional merupakan suatu spek-
trum luas tentang kebutuhan
dan keinginan individu dan ke-
luarga yang bersangkutan ter-
hadap adanya jaminan tertentu
terhadap: (1) Keselamatan (sa-
fety) baik terhadap jiwa, harta
benda serta kelangsungan hidup
keluarga untuk melanjutkan
keturunan, (2) kepastian (surety)
terhadap masa depan yang lebih
baik, (3) kenyamanan (amenity),
damai (peace) , tentram dan ter-
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tib-umum serta keamanan dan
ketertiban masyarakat (good or-
der), dan (4) bebas (free) dari ba-
haya berupa kebodohan, ke-
miskinan, kelaparan, kesehatan
yang buruk, keterbelakangan,
ketakutan (intimidasi, terror),
perbudakan, penjajahan.

Ditinjau dari perspektif kolek-
tif, (kelompok masyarakat dan
atau bangsa) sama dengan di
atas, namun dalam pelaksana-
annya dapat menimbulkan kon-
flik karena internal kelompok
dan antar kelompok dapat terja-
di disharmoni, mis- persepsi ana-
sir di luar pihaknya yang diang-
gap dapat menimbulkan bahaya.
Ditinjau dari perspektif penye-
lenggara negara, keamanan na-
sional didefinisikan sebagai fung-
si negara dalam memfasilitasi,
meregulasi dan mengontrol ke-
pentingan keamanan rakyat,
masyarakat dan bangsa/negara.
Dalam konteks ini dapat saja ter-
jadi disharmoni, mis persepsi,
mis komunikasi yang dapat me-
nimbulkan ketegangan antara
penyelenggara negara dengan
masyarakat yang disebabkan
oleh kepentingan masyarakat
vang berbeda dengan kepenting-
an nasional.

Pada kondisi di atas, maka
regulasi adalah instrumen pen-
ting bagi penyelenggara negara
untuk melakukan kontrol/pe-
ngendalian terhadap konflik an-
tara kepentingan masyarakat

dengan kepentingan nasional.
Solusinya tetap berkisar pada
pemecahan masalah perbedaan
pandangan antara kepentingan
masyarakat dan kepentingan
nasional dan dipecahkan ber-
dasarkan supremasi hukum yang
berkeadilan. Pada perspektif
penyelenggara negara, kepen-
tingan nasional yang utama
tidak boleh dikorbankan demi ke-
pentingan sebagian kecil ma-
syarakat dan individu semata.

Ditinjau dari perspektif ma-
syarakat antar bangsa, PBB ber--
tindak sebagai penyelenggara
fungsi jaminan terhadap ke-
amanan masyarakat antar bang-
sa. Atau dapat diartikan sebagai
penyelenggara fungsi negara
dalam konteks yang lebih luas
seperti yang digambarkan di
atas.

Oleh karena itu, sangatlah
wajar bila pemahaman terhadap
makna hakiki keamanan nasio-
nal masih sangat beragam dan
masih merupakan wacana yang
hangat baik di kalangan para
penyelenggara fungsi negara
maupun komponen publik/
masyarakat serta cendekiawan.
Secara universal makna keaman-
an nasional adalah kondisi di-
namik dari seluruh aspek kehi-
dupan nasional (politik, ekono-
mi, sosial budaya dan militer)
yang saling berinterelasi, ber-
interaksi dan berinterdependen-
si secara holistik komprehensif.



Kondisinya tercermin dari rasa
aman dan keamanan warga
negara dan warga masyarakat
dalam mengarungi kehidupan-
nya. Terdapatjaminan kepastian
akan terselenggaranya hak dan
kewajiban warganegara secara
adil proporsional.

Secara umum pemeliharaan
keamanan nasional adalah fung-
si pemerintahan negara yaitu
himpunan upaya pemerintahan
negara dalam rangka mewujud-
kan, memelihara dan meningkat-
kan kualitas rasa aman baik bagi
warga negara dan warga ma-
syarakat maupun terjaminnya
keamanan negara. Dengan de-
mikian keamanan nasional me-
ngandung makna suatu kualitas,
suatu kondisi dan atau situasi
kehidupan nasional yang men-
cerminkan terselenggaranya
kelancaran jalannya roda ke-
hidupan bermasyarakat, ber-
bangsa dan bernegara.

Untuk melindungi keamanan
warga negara-warga masyara-
kat dapat dilakukan oleh dua
pihak atau gabungan antarpi-
hak. Pihak yang dimaksud ada-
lah warga negara-warga ma-
syarakat itu sendiri, penyeleng-
gara pemerintahan negara dan
gabungan antara penyelenggara
pemerintahan negara dengan
warga negara-warga masya-
rakat yang diatur oleh undang-
undang dengan tujuan agar pe-
meliharaan jalannya roda ke-
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hidupan nasional dapat berjalan
tertib dan lancar. Secara lebih
kongkrit kelancaran jalannya
roda kehidupan nasional tersebut
terselenggara apabila seluruh
warga negara dan masyarakat
dapat terbebas dari bahaya an-
tara lain: (1) Kemelaratan/ke-
miskinan, wabah penyakit kela-
paran, kebodohan, keterting-
galan/kesenjangan, was-was/
ketakutan, ketidakadilan, krimi-
nalitas, kelangkaan kebutuhan
hidup sehari-hari, ketidakpastian
masa depan, (2) tekanan, inti-
midasi, paksaan, terror, keke-
rasan sosial-politik-ekonomi, (3)
bencana alam, dan (4) konflik
bersenjata, pemberontakan ber-
senjata, perang saudara, Inter-
vensi, interdiksi, invasi, penja-
jahan oleh bangsa/negara asing,.
perang antar negara dan benca-
na perang.

Upaya untuk menjamin ada-
nya rasa aman dan keamanan
nasional adalah tanggung jawab
pemerintah dibantu seluruh
komponen kekuatan nasional.
Pada kenyataannya pelaksan-
aan fungsi ini dihadapkan pada
ragam dan dan eskalasi bahkan
eksplosi bahaya yang tingkat
kerawanannya sangat luas.

Beragam penyelenggaraan
fungsi pemerintahan negara ter-
sebut antara lain: (1) fungsi ke-
nyamanan umum (public ameni-
ty), (2) Fungsi pelayanan umum
(public service), (3) fungsi perlin-
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dungan masyarakat (community
protection), (4) fungsi keselamat-
an umum (public safety), (5) fung-
si ketentraman dan ketertiban
umum (public good order), (6)
fungsi penegakan hukum (law
enforcement), (7) fungsi Keaman-
an dan ketertiban masyarakat
(Kamtibmas), (8) fungsi pengen-
dalian keadaan darurat (emer-
gency management), dan (9) fung-
si pertahanan nasional ( national
defence).

Kesembilan fungsi pemerin-
tahan di atas pada hakikatnya
merupakan otoritas pemerintah-
an sipil (civillian government au-
thority). Yang dimaksud otoritas
pemerintahan sipil di sini adalah
pemerintahan yang dibentuk se-
cara legal dan legitimate atas
dasar pemilihan umum yang
demokratis/luber jurdil. Secara
lebih spesifik fungsi di atas mu-
lai nomor 1 sampai dengan 5
merupakan otoritas pemerintah/
pemerintah daerah. Urut nomor
6 merupakan otoritas Integrated
Criminal Justice System (ICJ]S)
meliputi Polri, Kejaksaan, PPNS,
Kehakiman. Urutnomor 7 meru-
pakan otoritas Polri, dan urut
nomor 8) merupakan otoritas
penguasa status keadaan daru-
rat baik darurat sipil maupun
darurat militer sedangkan urut
nomor 9 merupakan otoritas pe-
merintahan sipil yang dalam
keadaan darurat militer atau
keadaan perang merupakan

—

otoritas presiden selaku kepala
negara dan dilaksanakan secara
profesional oleh Penguasa ke-
adaan darurat militer atau Pang-
lima Perang yang ditunjuk.

Nilai-nilai Nasional Bangsa
Indonesia

Berdasarkan pada fungsi di
atas maka penyelenggaraan ke-
amanan nasional sebagai realisa-
si otoritas pemerintahan sipil
sudah barang tentu harus tetap
berbasis pada visi, cita-cita, tu-
juan dan kepentingan serta nilai-
nilai yang dianut oleh bangsa
Indonesia Para founding fathers
Bangsa Indonesia telah secara
jelas dan tegas merumuskan visi
dan cita-citanya. Keduanya telah
tertuang dalam Pembukaan Un-
dang-Undang Dasar 1945 pada
alinea pertama dan kedua. Visi
dan cita-cita bangsa Indonesia
tersebut adalah gambaran bang-
sa dan negara Indonesia masa
depan yang didambakan (Benne-
dict Anderson menyebutnya de-
ngan immagined community)
yaitu bahwa bangsa Indonesia
adalah bangsa yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan mak-
mur. Dengan demikian Bangsa
Indonesia adalah bangsa yang
ant penjajahan,karena penjaja-
han tidak sesuai dengan perike-
manusiaan dan perikeadilan.

Para founding fathers telah
secara cerdas, jelas dan tegas



merumuskan nilai-nilai bangsa
Indonesia yang harus dijadikan
dasar, arah sekaligus tujuan da-
lam menyelenggarakan kehi-
dupan nasionalnya.Nilai-nilai
tersebut tercantum pada Pembu-
kaan UUD 1945, yaitu: (1) nilai
anti penjajahan, perikeadilan dan
perikemanusiaan yang tercantum
pada alinea pertama, (2) nilai
kemerdekaan, persatuan-kesatuan,
kedaulatan, keadilan dan kemak-
muran yang tercantum pada ali-
nea kedua, (3) nilai kehidupan ke-
bangsaan yang bebas yang tercan-
tum pada alinea ketiga, dan (4)
nilai yang tercantum pada alinea
keempat yaitu nilai: (a) melin-
dungt segenap bangsa Indonesia
dan tumpah darah Indonesia, (b)
memajukan kesejahteraan umum
dan mencerdaskan kehidupan bang-
sa, (c) ketertiban dunia berdasar
pada kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial, (d)
kedaulatan rakyat/demokrasi, (e)
religius, (f) kemanusian yang adil
dan beradab, (g) persatuan Indone-
sia, (h) hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan, dan
(i) keadilan sosial untuk seluruh
rakyat indonesia.

Nilai nilai diatas seharus-
nyalah dapat menjadi acuan uta-
ma pada setiap gerak-langkah
bangsa Indonesia dalam me-
nyongsong masa depannya yang
lebih baik, perkembangannya
mampu menyesuaikan dengan
kemajuan zaman namun tetap
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tidak tercabut dari akar dan nilai
nasional yang menentukan ha-
kikat keberadaan/raison d’etre
bangsa Indonesia.

Kerangka Teoritis Keamanan
Nasional

Pasca Perang Dingin telah
membawa perubahan signifikan
dalam memaknai keamanan na-
sional. Perubahan situasi dunia
sangat mempengaruhi pemak-
naan keamanan. Selama ber-
langsung Perang Dingin, bahkan
jauh sebelumnya, objek pembi-
caraan mengenai keamanan na-
sional selalu berfokus pada nega-
ra. Hal ini menunjukkan adanya
dominasi perspektif realisme
dalam hubungan antar bangsa.
Realisme memandang dunia ini
dalam keadaan anarkhi sehing-
ganegara senantiasa dalam sua-
sana rivalitas terhadap negara
lain atas nama keamanan nega-
ra, pasar, pengaruh dan konflik
kepentingan (Baylis 2006). Da-
lam konteks ini, keamanan na-
sional selalu dihubungkan de-
ngan potensi ancaman sehingga
memerlukan kekuasaan untuk
penggunaan instrumen kekuat-
an militer. Definisi ini kini diang-
gap kurang cukup untuk mam-
pu memberikan gambaran ke-
amanan nasional yang menyelu-
ruh bagi seluruh entitas bangsa
yang ada di dalamnya.

Konteks di atas perlu dikaji,
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dari dari konsep negara bangsa
dalam percaturan antar negara
bangsa. Istilah negara-bangsa
(nation state) muncul sejak ditan-
datanganinya perjanjian West-
phalia tahun 1648. Konsep nega-
ra-bangsa terdiri dari dua kom-
ponen yaitu negara (state) dan
bangsa (nation). Dorff (2004)
mendefinisikan konsep negara
secara umum sebagai sekum-
pulan manusia yang memiliki
wilayah dan pemerintahan. Ini
mewakili aspek fisikal dan poli-
tik sebuah negara. Sedangkan
bangsa merujuk kepada aspek
manusia suatu negara, atau
merujuk kepada konsep kebang-
saan (nationality). Dewasa ini, di
dunia yang semakin maju dan
modern, istilah bangsa didefinisi-
kan sebagai sebuah kelompok
besar orang yang memiliki bu-
daya yang sama, atau mempu-
nyai kesamaan ras, etnik mau-

pun warisan sejarah (Buzan-

1991), sedangkan pendapat lain
menurut Bennedict Anderson
bangsa adalah mayarakat yang
didambakan (immagine communi-
ty) , bangsa sangat imaginer se-
hingga memerlukan upaya terus
menerus ntuk merealisasikannya
agar kongkrit.

Gambaran di atas, bila dikait-
kan dengan keamanan nasional,
muncul logika berikutnya, yaitu

‘keamanan negara dn keamanan
bangsa. Dengan demikian me-
nunjukkan bahwa keamanan

negara tidak selalu sama dengan
keamanan bangsa. Keamanan
negara merujuk kepada situasi
aman secara fisik, sedangkan
bangsa yang aman (secure-nation)
merujuk kepada beberapa patok-
an yaitu sebuah bangsa yang
memiliki kemampuan (Deutsman
1991) untuk: (1) menghadapi se-
mua ancaman terhadap kehi-
dupan mereka yang datang dari
berbagai sumber, baik domestik
maupun internasional/meng-
hadapi pertentangan dan per-
saingan di dunia dem kejayaan
dan kekuatan untuk mendukung
standar kehidupan masyarakat-
nya, (2) memerintah penduduk
dan sumber-sumber lainnya un-
tuk mempertahankan dirinya
sendiri dan untuk menghalang
serangan baik secara militer,
ekonomi, penduduk maupun
wilayahnya, dan (3) memba-
ngun kerjasama secara efektif
dengan negara lain untuk meme-
lihara lingkungan keamanan
yang menguntungkan kedua be-
lah pihak (mutual security coo-
peration).

Dengan demikian maka per-
bedaan antara keamanan nega-
ra dengan keamanan bangsa ter-
letak pada objek rujukan yang
digunakan. Namun jika dilihat
dari komponen-komponen yang
menyusun sebuah negara, ke-
duanya mempunyai hubungan
dan tidak dapat dipisahkan.

Buzan (1991) menjelaskan



tiga komponen negara yang sa-
ling berkaitan. Komponen perta-
ma adalah gagasan mengenai
negara (the idea of the state), yang
merupakan komponen paling
abstrak dari bagian negara dan
berkenaan dengan konsep suatu
bangsa dan ideologi suatu bang-
sa. Komponen kedua adalah lem-
baga-lembaga negara (the institu-
tions of the state) yaitu eksekutif,
legislatif, administratif, yudikatif
dan undang-undang serta ba-
gaimana prosedur-prosedur dan
norma-norma yang diakui bang-
sa itu, beroperasi. Komponen
kedua ini bersifat lebih nyata
(tangible) sebagai objek rujukan
keamanan dan lebih rawan (vul-
nerable) secara fisik. Komponen
ketiga adalah hal-hal yang ber-
sifat fisikal (the physical base of the
state) yaitu penduduk, wilayah,
termasuk ke dalamnya sumber-
sumber alam, kekayaan yang
berada di dalam wilayah kekua-
saannya. Komponen ketiga ini
eksistensinya paling nyata di-
banding kedua komponen lain-
nya sehingga paling mudah un-
tuk dijadikan objek rujukan da-
lam merumuskan keamanan na-
sional.

Secara ringkas Buzan menge-
mukakan bahwa setiap negara
mudah terancam oleh bahaya
baik bersumber dari militer dan
lingkungan yang melingkupi se-
buah negara maupun ancaman
yang muncul dari keadaan eko-
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nomi, politik dan sosial dalam
negerinya yang tidak aman. Se-
tiap negara memiliki persepsi
yang berbeda terhadap kom-
ponen keamanannya, sehingga
peringkat ancaman di tiap-tiap
negara berbeda pula. Perbedaan
dalam mempersepsikan an-
caman ini kemudian menghasil-
kan konsep keamanan nasional
yang berbeda pula.

Secara umum, keamanan na-
sional merupakan upaya untuk
mempertahankan eksistensi se-
buah negara-bangsa dengan
menggunakan seluruh kemam-
puan yang dimiliki baik politik -
hukum, ekonomi, militer, sosial
budaya dan diplomasi. Salah
satu yang membedakan peng-
urusan keamanan di negara ma-
ju dengan negara-negara yang
sedang berkembang berkenaan
dengan hal pembangunan bang-
sa (nation-building). Hampir se-
mua negara berkembang masih
bermasalah dengan pemba-
ngunan bangsa. Negara-negara
maju telah selesai membangun
bangsanya, sedangkan banyak
dari negara berkembang masih
sibuk dengan isu politik domes-
tik mereka. Meskipun terdapat
perbedaan antara konsep ke-
amanan nasional di negara Ba-
rat dengan negara berkembang,
namun bila diteliti mendaam ter-
dapatelemen-elemen yang sama
yaitu kedaulatan (sovereignty),
kepentingan nasional (national
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interest), ancaman (national
threats) dan lingkungan strategik
(strategic environment) baik do-
mestik maupun internasional.

Kedaulatan dalam arti yang
paling luas diartikan sebagai: the
ability of a state to govern itself and
ensure that this ability is not hos-
tage to outside pressures or tensions
within (Kartha 2001). Snow
(1987) mendefinisikan kedaulat-
an sebagai kekuasaan tertinggi
(supreme power) dan mandiri (in-
dependent). la membagi kedaulat-
an ke dalam dua istilah yaitu
politik domestik dan internasio-
nal ,keduanya memiliki makna
dan akibat yang sangat berbeda.
Dalam politik domestik, negara
memiliki kedaulatan yang mem-
benarkan pihak penguasa untuk
menegakkan kebijakan-kebi-
jakannya terhadap individu-in-
dividu yang berada di wilayah
kekuasaanya. Sedangkan dalam
politik internasional, masing-
masing negara berusaha me-
langgengkan kedaulatannya di
tengah masyarakat antar bang-
sa.

Lebih jelas mengenai kedau-
latan, Krasner (1999) menyata-
kan bahwa istilah kedaulatan
dapat digunakan dalam empat
makna yang berbeda, yakni: (1)
international legal sovereignty
yaitu kedaulatan yang merujuk
kepada praktek-praktek yang
berhubungan dengan peng-
akuan dari semua pihak, biasa-

nya antara entitas wilayah yang
memiliki kemerdekaan undang-
undang (judicial freedom), (2)
westphalian sovereignty adalah
kedaulatan yang merujuk kepa-
da suatu organisasi politik yang
berasas kepada ketidakberadaan
aktor luar negara atau bebas dari
campur tangan pihak luar di
wilayahnya, (3) domestic sover-
eignty ialah kedaulatan yang di-
miliki oleh organisasi formal dari
pihak-pihak penguasa politik di
dalam negara dan merujuk ke-
pada kemampuan kekuasaan’
publik untuk melaksanakan kon-
trol efektif terhadap perbatasan
mereka, (4) interdependence so-
vereignty yaitu kedaulatan yang
merujuk kepada kemampuan
kekuasaan umum untuk meng-
atur aliran berbagai informasi,
ide, barang, orang, bahan-bahan
polutan dan modal yang melin-
tasi perbatasan negara mereka.
Krasner (1999) juga menyata-
kan bahwa jika kekuasaan efek-
tif, maka kekuatan atau pemak-
saan tidak perlu dilaksanakan.
Sebaliknya, kontrol dapat dica-
pai melalui penggunaan kekuat-
an tanpa pengakuan kepada ke-
kuasaan. Namun demikian, hi-
langnya kontrol pada masa ter-
tentu akan menjatuhkan kekua-
saan. Pada dasarnya, kedaulatan
terikat pada satu set peraturan
yang berdampak kepada negara
sebagai pedoman bagaimana
berinteraksi dengan yang lain,
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termasuk menolak segala bentuk
campur tangan negara lain ke
dalam urusan dalam negeri. Da-
lam konteks manajemen ke-
amanan nasional, kedaulatan
berhubungan dengan bagaima-
na kemampuan kekuasaan
umum yang terorganisir di da-
lam negara dan bagaimana pe-
laksaanaannya secara efektif.
Kekuasaan dan kontrol akan
mempengaruhi tingkah laku se-
buah negara. Dengan demikian,
dapat dipahami mengapa nega-
ra yang memiliki kekuasaan be-
sar kadang memilih bersikap satu
pihak (unilateral).

Kepentingan nasional menja-
di pilar dan rujukan untuk me-
ngelola kehidupan bangsa dan
negara. Kepentingan yang uta-
ma (vital interests) bagi sebuah
negara selalu berhubungan de-
ngan keberadaan yang hakiki
bagi sebuah negara yakni wi-
layah, penduduk dan kedaulat-
an. Oleh karena itu, negara tidak
akan berkompromi,sebaliknya
akan merespon secara tegas ter-
hadap setiap ancaman yang
membahayakan eksistensinya.
Sedangkan kepentingan lainnya
yaitu kepentingan lapis kedua
(secondary- major interests) dan
kepentingan lapis ketiga (peri-
pheral interests) masih dapat
diperdebatkan penting tidaknya
untuk direspon (Dorff 2004). Se-
mua negara mempunyai kepen-
tingan-kepentingan tertentu
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yang dikenal sebagai kepen-
tingan nasional. Setiap negara
akan berusaha mempertahankan
dan memajukan kepentingan-
kepentingan negara masing-ma-
sing dalam menjalankan hu-
bungan dengan negara-negara
lain atas dasar “ The ultimate pur-
pose of national security is to pro-
tect or extend certain national va-
[ues” (Treager 1979).
Masing-masing negara men-
definisikan kepentingan nasional
vitalnya dengan berbagai cara
yang berbeda. Kepentingan na-
sional yang utama lazimnya me-
miliki dua tipikal. Pertama, ke-
pentingan nasional ini sangat
penting bagi negara yang mana
tidak akan dikompromikan. Ke-
dua, sebuah negara-bangsa bia-
sanya akan bersedia melakukan
perang demi mencapainya
(Snow 1987). Kemudian, kepen-
tingan nasional ini dirumuskan
menjadi politik-strategi keaman-
an nasional. Politik-strategi
keamanan nasional pada pe-
ringkat apapun terdiri dari ob-
jektif atau tujuan akhir (ends),
konsep atau cara (ways), serta
sumber daya yang dimiliki
(means) untuk mencapainya
(Jablonsky 2004). Sedangkan
John M Brysons masih perlu me-
nambahkannya dengan
strength, weaknesses opportuni-
ty, threath dan risiko. Apabila
keseluruhannya dirumuskan ke-
mudian diterapkan dengan be-
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nar maka pengaturan keaman-
an nasional dapat menjadi pe-
mersatu kehidupan masyarakat,
karena setiap aktivitas yang men-
coba menantang akan berha-
dapan dengan seluruh entitas
kekuatan nasional.

Gagasan mengenai kepen-
tingan nasional inilah yang
hendak dikejar di dalam politik
luar negeri oleh suatu negara.
Pemerintah akan bertindak
mengikuti kepentingan-kepen-
tingan rakyatnya meskipun tidak
sama atau bahkan bertentangan
dengan kepentingan-kepenting-
an negara lain (Hough 2004). Be-
berapa tahun belakanganini,
praktek politik luar negeri Ame-
rika Serikat cenderung unilateral,
seperti menolak bergabung ke
dalam larangan internasional
mengenai ranjau darat dan Pro-
tokol Kyoto mengenai Pemana-
san Global. Malahan Amerika
Serikat tidak ragu menggunakan
kekuatan untuk menyerang Irak
tanpa dukungan masyarakat in-
ternasional (Helis 2004). Begitu
pula serangan Amerika Serikat
terhadap Afganistan dilakukan
atas nama perang melawan ter-
oris (Global War On Terrorism/
GWOT ). Ini merupakan bukti
bahwa Amerika Serikat telah
bertindak menurut kepentingan
nasionalnya sendiri.

Politik luar negeri yang meng-
ikuti kepentingan nasionalnya
sendiri ini juga dilakukan oleh

Australia. Dalam ucapannya
tahun 2002 berjudul “ Advancing
the National Interests”, Menteri
Luar Negeri Australia, Alexan-
der Downer menyatakan “the
government has ensured that Aus-
tralia’s national interests is ad-
vanced in an ambitious yet prag-
matic and clear-minded fashion.
Because if we don’t...no one else
will” (Downer 2002). Nampak
jelas disini bahwa tingkah laku
negara berakar kepada upaya
untuk mengejar, melindungi dan
memenuhi kepentingan nasio-
nalnya masing-masing. Oleh
karena itu, apabila sebuah nega-
ra dapat dengan tepat merumus-
kan kepentingannya, maka se-
harusnya negara tersebut dapat
lebih memahami tindakannya
vis-a-vis negara lain dan pelaku-
pelaku lain dalam sistem interna-
sional (Dorff 2004).

Bagi Kenneth Waltz (1991)
dan kaum realis lainnya, masalah
keamanan nasional selalu mem-
punyai hubungan dengan upaya
negara-negara untuk mencari
stabilitas nasional , penggunaan
kekuatan militer, perlombaan
senjata dan perang. Argumenta-
sinya karena mereka memiliki
pandangan bahwa ancaman
yang dihadapi oleh sebuah nega-
ra adalah ancaman militer. Na-
mun, sejak Perang Dingin ber-
akhir banyak tulisan para pakar
mengenai munculnya ancaman-
ancaman keamanan baru. As-
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pek nonmiliter mulai masuk dan
dipertimbangkan sebagai isu
yang dapat membahayakan ke-
amanan nasional.

High level panel on threats, chal-
lenges and change dalam laporan-
nya tahun 2005 kepada Sekjen
PBB, Kofi Annan menyatakan
bahwa ancaman yang seharus-
nya menjadi agenda PBB tidak
saja terbatas kepada masalah ter-
orisme internasional dan pengem-
bangan senjata-senjata pemus-
nah massal; tetapi lebih luas lagi
termasuk juga fenomena me-
ngenai kegagalan sebuah nega-
ra (failed state) yang dapat mem-
bawa ketidakstabilan dan konflik
di kawasan; juga kepada ma-
salah-masalah non tradisional
yang menjadi bagian dari isu per-
damaian dan stabilitas nasional.
Isu-isu tersebut anata lain kemis-
kinan, degradasi lingkungan,
penyakit yang merupakan pan-
demic, dan meluasnya jaringan
kejahatan trans-nasional. Mere-
ka menyebutnya sebagai ‘soft-
threat’, yang mana ancaman-an-
caman itu dipandang lebih meng-
ancam dan mematikan daripada
ancaman fisikal atau ‘hard-threat’
(Hannay 2005).

Brown (2003) menyajikan se-
buah landscape baru mengenai
agenda ancaman yang dapat
membahayakan keamanan na-
sional. la menyakini bahwa yang
menjadi pusat dari isu-isu ke-
amanan nasional ialah masalah
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konflik kekerasan dalam arti luas
yang memasukkan baik aspek
militer maupun non militer. Fak-
tor ini dapat menyumbang mun-
culnya konflik dengan kekerasan
Konflik ini dapat merupakan
konflik domestik yang akan
membahayakan stabilitas na-
sional. Sejarah menunjukkn bah-
wa hampir semua negara Dunia
Ketiga pernah mengalami penja-
jahan yang mengalami kesulitan
yang berasal dari kemajemukan
komunal sebagai warisan penja-
jah seperti perbedaan etnik, ba-
hasa, agama dan budaya yang
dipaksa untuk bergabung men-
jadi satu dalam artian wilayah
dan pemerintahan (Holsti 1998).
Inilah yang dimaksud dengan
proses integrasi. Menurut Naz-
zaruddin Sjamsuddin (1996), in-
tegrasi merupakan proses pe-
nyatuan keragaman kelompok
masyarakat yang berbeda-beda
secara sosial, budaya maupun
politik ke dalam satu kesatuan
wilayah untuk membangun kese-
tiaan yang lebih besar dan bersi-
fat nasional.Melalui proses inte-
grasi inilah nasionalisme sebuah
bangsa akan dibangun. Walter S.
Jones (1982) berpendapat bahwa
nasionalisme adalah suatu iden-
titas kelompok kolektif yang se-
cara emosional mengikat orang
banyak menjadi satu bangsa.
Bangsa menjadi sumber rujukan
dan kepatuhan tertinggi bagi se-
tiap individu, sekaligus sebagai
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identitas nasional.

Kepatuhan masyarakat mau-
punindividu kepada negaranya,
sebagai wujud penerimaan ke-
bangsaannya sangat berpen-
garuh kepada kekuatan keaman-
an nasional. Harry Tjan Silalahi
(2005) menyatakan bahwa pe-
ringkat rasa kebangsaan atau na-
sionalisme suatu bangsa yang
hadir dalam sikap cinta tanah air
dan patriotisme adalah pen-
dukung utama suatu politik-
strategi keamanan nasional. Se-
makin tinggi rasa kebangsaan
dan cinta tanah air, akan mem-
berikan sumbangan yang positif
terhadap politik-strategi ke-
amanan nasional. Hal ini dapat
menafikan timbulnya konflik-
konflik kekerasan yang muncul
akibat adanya sekelompok ma-
syarakat atau individu yang
tidak puas dengan pemerintah.
Menjadi tangung jawab bagi pe-
merintah untuk senantiasa me-
muaskan tuntutan dari seluruh
entitasnya apabila hendak menn-
jaga keamanan nasionalnya. Jika
tuntutan ini terpuaskan ia akan
berubah menjadi dukungan ke-
pada pemerintah, jika sebaliknya
ia akan menjadi ancaman yang
siap membahayakan keamanan
nasional.

Konflik-konflik kekerasan
yang ada dan merupakan kon-
flik domestik akan mengancam
stabilitas nasional. Berdasarkan
sejarah, hampir semua negara

Dunia Ketiga pernah mengalami
penjajahan. Pasca kemerdekaan,
mereka masih menderita dengan
masalah-masalah kemajemukan
komunal warisan penjajah se-
perti perbedaan etnik, bahasa,
agama dan budaya yang dipak-
sa untuk bergabung menjadi satu
wilayah dan pemerintahan
(Holsti, 1998). Inilah yang di-
maksud dengan proses integra-
si. Menurut Nazzaruddin Sjam-
suddin (1996), integrasi merupa-
kan proses penyatuan keragam-
an kelompok masyarakat yang:
berbeda-beda secara sosial, bu-
daya maupun politik ke dalam
satu kesatuan wilayah untuk
membangun kesetiaan yang le-
bih besar dan bersifat nasional.
Melalui proses integrasi inilah
nasionalisme sebuah bangsa
akan dibangun. Walter S. Jones
(1982) berpendapat bahwa na-
sionalisme adalah suatu identitas
kelompok kolektif yang secara
emosional mengikat orang ba-
nyak menjadi satu bangsa. Bang-
sa menjadi sumber rujukan dan
kepatuhan tertinggi bagi setiap
individu, sekaligus sebagai iden-
titas nasional. Kepatuhan masya-
rakat maupun individu kepada
negaranya, sebagai wujud pe-
nerimaan kebangsaannya sangat
berpengaruh kepada kekuatan
keamanan nasional. Harry Tjan
Silalahi (2005) menyatakan bah-
wa peringkat rasa kebangsaan
atau nasionalisme suatu bangsa
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yang hadir dalam sikap cinta
tanah air dan patriotisme adalah
pendukung utama suatu strate-
gi keamanan nasional. Semakin
- tinggi rasa kebangsaan dan cin-
ta tanah air, akan memberikan
sumbangan yang positif ter-
hadap strategi keamanan nasio-
nal. Hal ini dapat menafikan tim-
bulnya konflik-konflik kekerasan
yang muncul akibat adanya se-
kelompok masyarakat atau indi-
vidu yang tidak puas dengan
pemerintah. Menjadi tangung
jawab bagi pemerintah untuk
senantiasa memuaskan tuntutan
dari seluruh entitasnya apabila
hendak mennjaga keamanan
nasionalnya. Jika tuntutan ini
terpuaskan ia akan berubah men-
jadi dukungan kepada pemerin-
tah, jika tidak maka ia akan men-
jadi ancaman yang membaha-
yakan stabilitas nasional.
Runtuhnya sistem bipolar
membawa keamanan dunia ke-
padasituasi yang penuh dengan
ketidakpastian. Masing-masing
negara harus mengurus keaman-
an nasionalnya sendiri dan tidak
lagi bergantung kepada negara-
negara besar. Pada saat yang
bersamaan, mereka mulai ber-
hadapan dengan konflik-konflik
domestik yang selama Perang
Dingin berhasil ditekan. Sejak
konfrontasi ideologi tidak men-
jadi fokus, ancaman-ancaman
baru yang bersifat bukan an-
caman militer mulai diperhitung-
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kan. Dalam laporan Sekjen PBB,
Kofi Annan tahun 2005 yang
bertajuk “in larger freedom” di-
nyatakan secara tegas bahwa an-
caman terhadap perdamaian
dan keamanan tidak saja perang
internasional dan konflik melain-
kan kekekerasan terhadap orang
umum, kejahatan terorganisir,
terorisme dan senjata pemusnah
massal. Selain itu juga termasuk
kemiskinan, penyakit yang me-
matikan dan degradasi lingkung-
an ketika mereka dapat menim-
bulkan akibat-akibat yang mem-
bawa bencana (Annan 2005).
Keamanan nasional, keaman-
an regional dan keamanan glo-
bal saling berkaitan. Keamanan
regional merupakan perpanjang-
an yvang masuk akal dari ke-
amanan nasional. Tindakan
suatu negara di bidang keaman-
an nasional dapat membawa
dampak yang merumitkan baik
bagi keamanan regional maupun
keamanan global. Disamping itu,
isu-isu keamanan yang ada se-
ringkali di luar kemampuan
suatu negara untuk menyelesai-
kannya secara sendirian. Sebagai
contoh, ketidaksabilan politik
domestik dapat melimpah (spill
over) ke negara-negara yang ber-
batasan dengannya. Oleh kare-
na itu, merupakan kewajiban
bagi sebuah negara untuk senan-
tiasa menjaga kestabilan politik
dalam negerinya (Tan 2004).
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Trend Perkembangan Ke-
amanan Nasional Indonesia

Banyak pihak yang berpenda-
pat bahwa keamanan nasional
tidak boleh dan tidak dapat di-
pisahkan dari penegakan hak
asasi manusia (HAM) dan demo-
kratisasi. Pada masa lalu pene-
gakan HAM dan demokrasi di
Indonesia belum sesuai dengan
nilai HAM dan demokrasi yang
dianut secara universal, memba-
wa dampak bahwa konsep ke-
amanan nasional Indonesia,
yang daplikasikan dalam termi-
nologi Pertahanan Keamanan
Nasional (Hankamnas) dan da-
lam keadaan tertentu sering pula
dideskripsikan dalam Pertahan-
an Keamanan Negara (Hankam-
neg) dinilai ketinggalan zaman.
Kondisi ini mendapat sorotan
tajam sejalan dengan berbagai
perubahan yang terjadi dalam
konteks global.

Setelah itu, reformasi nasio-
nal Indonesia yang menggelin-
ding sejak akhir tahun 1998 te-
lah menghasilkan berbagai pe-
rubahan besar dan fundamental.
Reformasi nasional telah berha-
sil mengadakan perubahan sis-
tem pemerintahan yang semula
cenderung sentalistis - otoritari-
an menjadi demokratis - egalita-
rian. Konsekuensi logisnya ada-
lah berkembangnya otporitas pe-
merintahan sipil (civillian govern-
ment authority), yaitu kekuasaan
politik pemerintah berada pada

elit politik sipil yang legal dan le-
gitimate dan fungsi sosial politik
tentara dihapuskan dalam pro-
ses politik di Dewan Perwakilan
Raktyat (DPR) . Namun demiki-
an hal ini tak berarti kemudian
melarang setiap purnawirawan
tentara untuk duduk di DPR,
karena setiap warganegara ter-
masuk purnawirawan tentara
mempunyai hak untuk dipilih
dan memilih. Bahwa ada tentara
aktif hadir dalam proses politik
di DPR haruslah dipandang se-
bagai bagian proses politik yang
dituangkan dalam forum Rapat
Dengar Pendapat (RDP).

Salah satu perubahan penting
dan mendasar pada aspek Han-
kam adalah penataan kembali
Sistern Keamanan Nasional (Sis-
kamnas) Indonesia yang diawali
dengan terbitnya TAP MPR-RI
NO VIdan TAP MPR-RINO VII
tahun 2000 yang mengatur ten-
tang pemisahan TNI-Polri dan
Peran masing-masing. Kedua
TAP MPR ini kemudian diikuti
dengan penerbitan UU NO 2 dan
UU NO 3 tahun 2002 masing-
masing tentang Kepolisian Nega-
ra RI dan Pertahanan Negara RI
serta UU NO 34 tahun 2004 ten-
tang TNI. Secara faktual di
lapangan semua instrumen
pengatur ini belum mampu se-
cara tuntas mereformulasi, mere-
strukturisasi dan terutama belum
mampu mengadakan perubahan
budaya para pelaku utama sis-
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tem keamamanan naional Indo-
nesia yaitu TNI dan Polri.
Bahwa selama ini di dalam
operasionalisasinya sering meng-
alami perubahan dapat saja ter-
jadi karena dituntut oleh dinami-
ka kehidupan nasional dan ke-
hidupan regional serta global.
Hal ini wajar-wajar saja selama
perubahan tersebut tidak men-
cabut akar konsepsi yang selama
ini kita anut, yaitu konsepsi
Hankamnas/Hankamneg kita.
Konsepsi itu dijabarkan dari
amanat UUD 1945 sebagai per-
nyataan kehendak seluruh rak-
yat dan sejarah perjuangan
bangsa. Bila mengacu kepada
hal ini, maka konsepsi Hankam-
nas Indonesia seharusnya tidak
mengalami perubahan, karena
sesuai amanat Pasal 30 ayat (2)
UUD 1945 secara jelas dan tegas
disebutkan bahwa bahwa per-
tahanan dan keamanan negara
diselenggarakan berdasarkan
Sishankamrata yang selama ini se-
cara konsisten tetap kita anut.
Salah satu penyebabnya ada-
lah setiap ada perubahan men-
dasar biasanya diikuti dengan
suatu transisi budaya dan tata-
laku yang selama ini sudah me-
lekat menjadi budaya dan tata-
laku yang masih belum menca-
pai bentuknya yang baru dan
mapan. Akibatnya munculah
apa yang disebut tatalaku anomi
dan atau anomali. Anomi diarti-
kan sebagai suatu sikap dan kon-
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disi dimana nilai lama ditinggal-
kan tetapi nilai baru sebagai
penggantinya belum ada. Ano-
mali diartikan sebagai muncul-
nya suatu sikap atau kondisi kon-
tradiktif dan kontra aksi yang
diakibatkan oleh perubahan
yang terlampau cepat sehingga
segala sesuatu yang dahulu baik
sekarng dianggap buruk, seba-
liknya segala sesuatu yang dahu-
lu terlarang sekarang justru di-
lakukan.

Kondisi di atas sudah barang
tentu memerlukan penyesuaian/
transformasi agar keamanan na-
sional Indonesia kita tidak ber-
tentangan dengan kaidah-kai-
dah internasional. Namun de-
mikian tentu kita sadar benar
bahwa tak ada satu keharusan-
pun bagi kita untuk meniru be-
gitu saja sistem dari negara lain.
Transformasi sistem keamanan
nasional kita tetap bertolak dari
kebutuhan kita, mampu didu-
kung oleh sumberdaya yang ada,
sesuai dengan nilai dan norma
yang ada dan tidak akan meng-
abaikan sejarah/pengalaman
bangsa Indonesia selama ini.
Untuk itulah diperlukan adanya
manajemen perubahan yang
direncanakan, dikelola, dimo-
nitor dan dievaluasi bila perlu di-
adaka revisi oleh pemegang oto-
ritas yang ditunjuk untuk itu.

Manajemen perubahan yang
baik menggunakan prinsip bah-
wa di dalam perubahan itu
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(change) berlaku asas kesinam-
bungan (continuity) yang konsis-
ten (consintency). Artinya segala
sesuatu yang baik dan sudah
mengakar harus tetap diperta-
hankan sedangkan hal-hal yang
sudah belum baik harus diada-
kan perbaikan, yang tidak baik
ditinggalkan dan yang belum
ada dan sangat diperlukan harus
dibangun baru. Bila kita mampu
belajar dari sejarah maka per-
jalanan sejarah dan perkem-
bangan bangsa Indonesia mem-
buktikan, bahwa bangsa Indone-
sia dalam membela dan memper-
tahankan kemerdekaan senan-
tiasa mendasarkan diri pada se-
mangat perjuangan seluruh rak-
yat yang didorong oleh perasaan
senasib dan sepenanggungan
serta sikap rela berkorban untuk
tanah air. Kenyataan ini sekali-
gus menunjukkan bahwa tum-
puan perlawanan bangsa Indo-
nesia dalam menghadapi ber-
bagai bahaya adalah pada
rakyat, dan karenanya peranan
rakyat dalam menyelenggarakan
keamanan nasional merupakan
faktor yang sangat menentukan.
Bila kita ingin membandingkan
- tanpa bermaksud untuk meni-
ru - Afghanistan, Vietnam, Irak
secara militer dapat ditaklukan
oleh super power, tetapi secara
moral tidak dapat ditaklukan,
faktor penyebabnya karena se-
mangat bela negara dan sema-
ngat perlawanan dari rakyatnya

tak dapat dipatahkan oleh per-
senjataan high tech.

Rakyat Indonesia adalah pe-
juang, sedangkan TNI dan Polri
yang tumbuh dan berasal dari
rakvat pejuang adalah prajurit
dan bhayangkara yang selalu
mampu bekerja sama bahu-mem-
bahu dengan rakyat. Oleh kare-
na itu semangat perjuangan
yang berwujud manunggalnya
TNI-Polri dengan rakyat tidak
pernah pudar. Kemanunggalan
disini hendaknya tidaklah diar-
tikan dalam konteks fusi akan
tetapi tetap dalam pengertian
keterpaduan upaya secara siner-
gi. Masing masing pihak tetap
memiliki otoritas sesuai fungsi
dan posisinya, tidak didominasi
oleh salah satu komponen de-
ngan demikian integrasi kompre-
hensif akan mampu menghasil-
kan keluaran yang optimal.

Asas persatuan kesatuan, go-
tong royong, kekeluargaan telah
melandasi kemanunggalan TNI-
Polri dengan rakyat yang mela-
hirkan tanggung jawab bersama
dalam pengabdian mewujudkan
cita-cita bangsa, sehingga sejak
semula perjuangan TNI-Polri
dan rakyat tidak hanya meliputi
bidang pertahanan nasional, ke-
amanan dan ketertiban masya-
rakat akan tetapi meliputi selu-
ruh aspek kehidupan meliputi
politik, ekonomi, sosial budava
dan hankam.

Pada tataran dunia interna-
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sional sendiri manajemen ke-
amanan nasional mengalami
evolusi yang sangat substansial
dan mendasar. Perubahan secara
substansial ini diawali dengan
berakhirnya Perang Dingin,
mengemukanya arus globalisasi
maraknya konflik antar-etnis dan
ikatan parokial lainnya, serta se-
rangan-serangan teroris terha-
dap eksistensi kehidupan manu-
sia sebagaimana yang terjadi di
berbagai belahan dunia. Berbagai
perkembangan di atas, tentunya,
membawa konsekuensi yang
sangat besar bagi manajemen
keamanan. Pertanyaannya kini,
bagaimana kita dapat memakna-
kan manajemen ‘keamanan’
tersebut agar mampu melindungi
kepentngan bangsa dan negara.

Jawaban sederhananya da-
lam wujud bagaimanapun ran-
cangan keamanan baru tersebut
sudah pasti harus mampu men-
deteksi dini, mencegah/menang-
kal, menanggulangi dan mereha-
bilitasi kondisi kehidupan na-
sional yang mengalami keru-
sakan akibat adanya ancaman
terhadap keamanan nasional.
Potensi acaman yang memba-
hayakan kondisi keamanan na-
sional dapat datang dari an-
caman militer dan non militer,
dapat bersifat sektoral/ fungsio-
nal dapat pula bersifat mult di-
mensional, dapat bersumber dari
dalam dan luar negeri negeri,
dapat pula bersifat segera (immi-
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nent threat ) dapat pula bersifat
mendatang (future threat ).

Tidak mustahil ancaman
tersebut bereskalasi atau bereks-
plosi mulai dari keadaan tertib
sipil menjadi keadaan darurat
(sipil atau militer) bahkan ke-
adaan perang. Pada kondisi inj,
pernyataan status keadaan
darurat bisa difungsikan oleh
pemegang kekuasaan/otoritas
pemerintah sipil, baik untuk
menanggulangi ancaman ber-
senjata ataupun bahaya wabah
penyakit atau bencana alam
yang tak mungkin ditanggulangi
oleh otoritas sektoral fungsional/
Departemen - LPND, tetapi
membutuhkan upaya lintas
fungsional/sektoral serta disetu-
jui oleh DPR.

Mengalir dari pengertian di
atas pada kondisi tertib sipil upa-
ya penegakan hukum, pemeli-
haraan ketertiban, keselamatan
dan perlindungan masyarakat
menjadi tanggung jawab utama
polisi dan aparat negara terkait
lainnya sedangkan militer meng-
emban tanggung jawab operasi
militer selain perang guna men-
dukung otoritas pemerintahan
sipil. Pada kondisi darurat militer
dan keadaan perang militer/
dalam hal ini panglima atau ko-
mandan militer yang ditunjuk
oleh otoritas pemerintahan sipil
berdasar undan-undang adalah
penguasa keadaan darurat atau
penguasa keadaan perang atau
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secara umum pertahanan men-
jadi tanggung jawab utama mi-
liter.

Cakupan wilayah Keamanan
Nasional amat luas dan kom-
pleks, karena meliputi kesela-
matan manusia, ketertiban
umum, kelestarian lingkungan,
penegakan hukum, pelayanan
masyarakat, keutuhan wilayah
kemerdekaan dan kedaulatan
bangsa dan negara. Dengan de-
mikian keamanan nasional ca-
kupannya sangat luas, termasuk
didalamnya adalah pertahanan.
“Pertahanan” adalah bagian in-
tegral “Keamanan nasional “
oleh karenanya berada dalam ta-
taran yang jelas berbeda.

Upaya untuk menjamin ke-
amanan nasional pada pemerin-
tahan yang demokratis berada
pada otoritas pemerintahan sipil,
artinya pemerintah adalah pe-
nanggung jawab sekaligus pe-
megang kekuasaan atas upaya
untuk menjamin keamanan na-
sional. Dengan perkataan lain
presiden dibantu para menteri
dan pejabatlainnya yang berada
dibawah kekuasaannya secara
sinergi mengupayakan fungsi
pemeliharaan keamanan nasio-
nal. Semua pembantu presiden
sesuai dengan fungsi dan ke-
wenangannya yang diatur un-
dang-undang melaksanakan
upaya diatas. Makna hakikinya
semua pembantu presiden harus
melaksanakan fungsi tersebut

sebaik mungkin, dan dalam kon-
teks keamanan, presiden dengan
para pembantunya harus senan-
tiasa mampu mengantisipasi dan
menaggulangi ancaman militer
dan ancaman non militer. Se-
dangkan DPR melakukan peng-
awasan terhadap upaya pemeli-
haraan keamanan nasional ber-
dasar azas legalitas.

Rumitnya upaya pemeli-
haraan Keamanan Nasional me-
nyebabkan hampir semua nega-
ra mempunyai badan — dipim-
pin oleh kepala Otoritas peme-
rintah sipil - yang mengkoordi-
nasikan usaha-usaha mencipta-
kan dan mempertahankan ke-
adaan aman secara nasional. Ba-
dan tersebut dikenal sebagai
“Dewan Keamanan Nasional”.
Dewan ini selama dua puluh
empat jam bertugas untuk me-
monitor dinamika Keamanan
Nasional, untuk selanjutnya
menyampaikan saran dan per-
timbangan kepada otoritas pe-
merintah sipil tentang upaya
yang diperlukan dalam pemeli-
haraan stabilitas keamanan na-
sional. Dewan Keamanan Na-
sional bertugas menganalisa isu-
isu ancaman baik ancaman mi-
liter maupun non militer, dari
mana ancaman datang, dan
bagaimana menghadapi ancam-
an tersebut. Dewan Keamanan
Nasional, sangat diperlukan, ter-
utama ketika pemerintah meng-
hadapi situasi darurat atau men-
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desak yang segera harus dita-
ngani dengan segala resikonya,
termasuk ketika harus meng-
gunakan instrumen kekuatan
bersenjata dan memberlakukan
keadaan darurat.

Manajemen keamanan na-
sional yang mengacu pada ma-
najemen perubahan serta ada-
nya Dewan Keamanan Nasional
akan memungkinkan Sistem Ke-
amanan Nasional (Siskamnas)
itu terselenggara secara solid.
Semua struktur sub sistem dan
fungsi mampu menjalankan
kompetensi dan otoritasnya se-
suai dengan wilayah kewenang-
annya. Bahwa dalam praktek
penyelenggaraannya antar sub
sistem memerlukan kerja sama
dan koordinasi pelaksanaan tu-
gas dan fungsinya merupakan
suatu konsekuensi logis dari se-
buah sistem. Dengan demikian
terselenggaranya mekanisme
dan prosedur penyelenggaraan
kamnas sesuai dengan tuntutan
Siskamnas akan mampu meng-
hasilkan sinergi upaya kamnas
berada dibawah pengendalian
pemegang otoritas Siskamnas
yaitu Presiden dibantu oleh pem-
bantu-pembantunya secara
hirarchies berjenjang.

Sejarah dan Dinamika
Perkembangan Sishankam-
rata

Sepanjang séjarah telah ber-
ulang kali terbukti akan kebenar-
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an dan keampuhan perlawanan
rakyat semesta dalam menjamin
tetap tegaknya Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasar Pan-
casila dan Undang-Undang
Dasar 1945. Basisnya adalah ke-
yakinan akan kekuatan sendiri,
keyakinan akan kemenangan
dan tidak mengenal menyerah,
baik penyerahan diri maupun
penyerahan wilayah. Perlawan-
an rakyat semesta diselenggara-
kan dengan sistem pertahanan
keamanan rakyat semesta se-
hingga seluruh rakyat dan wi-
layahnya serta segenap sumber
daya nasional dan prasarana
nasional disusun, digerakkan
dan diarahkan oleh Pemerintah
untuk mewujudkan daya tang-
kal yang efektif dengan hasil
guna yang optimal.

Landasan konstitusional bagi
upaya penyelenggaraan perta-
hanan keamanan negara adalah
konstitusi Negara Proklamasi itu
sendiri, yaitu Undang-Undang
Dasar 1945 Bab XII Pasal 30 dan
tekad bangsa Indonesia untuk
menjamin tetap tegaknya Nega-
ra Kesatuan Republik Indonesia.
Mengiringi spontanitas dan se-
mangat juang masyarakat bang-
sa Indonesia itu, Pemerintah Re-
publik Indonesia menata dan
mewadahi, mengerahkan serta
mengendalikan penyelengga-
raan upaya pertahanan keaman-
an negara. Atas dasar itu diru-
muskan suatu konsepsi Perla-
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wanan Rakyat Semesta yang
mengandung arti kesadaran,
tekad, sikap dan pandangan
rakyat Indonesia untuk melawan
dan menghancurkan setiap ben-
tuk ancaman.

Tatanan, wadah dan arah ken-
dali dari penyelenggaraan upaya
pertahanan keamanan negara
secara berkesinambungan telah
dikembangkan oleh Pemerintah
dan rakyat Indonesia. Keikut ser-
taan seluruh rakyat Indonesia
secara spontan dalam penyeleng-
garaan upaya pertahanan ke-
amanan negara, sejak awal ke-
merdekaan negara Republik
Indonesia membuktikan bahwa
rakyat adalah sumber kekuatan
dalam sistem Pertahanan Ke-
amanan Rakyat Semesta. Sistem
ini merupakan penjabaran dan
Perwujudan dari Bab XII Pasal 30
Undang-Undang Dasar 1945
dan rumusan Perlawanan
Rakyat Semesta merupakan ha-
kikat dari pertahanan keamanan
negara.

Bertumpu dan bersumber
pada landasan konstitusional
tersebut serta berbekal pengalam-
an upaya bangsa Indonesia
menyelenggarakan pertahanan
keamanan negara, baik pada
kurun waktu perang kemerde-
kaan pertama dan kedua, peng-
hancuran serta penyelesaian ge-
rombolan-gerombolan pem-
berontak termasuk Trikora dan
Dwikora, dapat disimpulkan

bahwa sistem pengikutsertaan
warga negara dalam pertahanan
keamanan negara meliputi dua
komponen:

(1) komponen Rakyat yang
terdiri atas: (a) kelaskaran, yang
kemudian ditertibkan dan
dikembangkan,yaitu bagi mere-
ka yang memenubhi persyaratan
diterima menjadi anggota Ten-
tara Nasional Indonesia sedang-
kan lainnya menjadi anggota
Barisan Cadangan atau disebut
Barisan,pada periode Perang
Kemerdekaan ke-I; (b) pasukan
Gerilya Desa (Pager Desa) terma-
suk Mobilisasi Pelajar(Mobpel)
sebagai bentuk perkembangan
dari Barisan Cadangan dalam
periode Perang Kemerdekaan ke-
II; (c) Organisasi Keamanan Desa
(OKD) dan Organisasi Perlawan-
an Rakyat (OPR), sebagai bentuk
kelanjutan Pager Desa, yang
dikembangkan pada periode
1958-1960; (d) Pertahanan Sipil,
Perlawanan dan Keamanan
Rakyat (Wankamra) termasuk
Resimen Mahasiswa, sebagai
bentuk kelanjutan dan penyem-
purnaan Organisasi Keamanan
Desa/ Organisasi Perlawanan
Rakyat,sejak tahun 1961;dan (e)
Perwira Cadangan yang diben-
tuk sejak tahun 1962.

Catatan

Bahwa kemudian bangsa In-
donesia meratifikasi Hukum In-
ternasional tentang konflik ber-
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senjata kedalam hukum Hu-
maniter Indonesia, itu menanda-
kan bahwa keikut sertaan rakyat
dalam bela negara syah menurut
hukum bila ada mobilisasi umum
untuk mentransformasi beberapa
bagian komponen rakyat untuk
menjadi kombatan.

(2) Komponen Angkatan Ber-
senjata yang terdiri atas:

(a) Tentara Nasional Indone-
sia, sebagai hasil pengembangan
dan penyempurnaan secara be-
rangkai dan berturut-turut se-
bagai berikut: 1) Badan Keaman-
an Rakyat sebagai bagian dari
Badan Penolong Keluarga Kor-
ban Perang yang dibentuk pada
bulan Agustus 1945, merupakan
bentuk embrional dari Tentara; 2)
Tentara Keamanan Rakyat, yang
dibentuk pada tanggal 5 Oktober
1945 dan kemudian diubah na-
manya menjadi Tentara Kesela-
matan Rakyat; 3) Tentara Repub-
lik Indonesia, yang dibentuk pada
bulan Januari 1946; 4) Tentara
Nasional Indonesia yang meng-
integrasikan Tentara Republik
Indonesia dan anggota Kelaska-
ran yang memenuhi persyaratan
pada bulan Juli 1947.

b Kepolisian Negara Republik
Indonesia sebagai hasil proses
perkembangan, secara berangkai
dan berturut-turut sebagai
berikut: (1) Mula-Mula merupa-
kan bagian dari Departemen
Dalam Negeri sampai dengan 1
Juli 1946; (2) Kemudian dengan
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Undang-undang Nomor 13 Ta-
hun 1961 ditetapkan sebagai
Angkatan Bersenjata pada tahun
1961 sesudah melalui bentuk Ja-
watan yang berdiri sendiri
dibawah Perdana Menteri sejak
1 Juli 1946 dan kemudian men-
jadi Departemen pada tahun
1959; (3) Sebagai Angkatan Ber-
senjata yang sejajar dan sedera-
jat dengan Angkatan Darat,
Angkatan Laut dan Angkatan
Udara sejak tahun 1964, (4)
Pemisahan Polri dan TNI setelah
terbitnya Tap MPR NO VI dan-
NO VII tahun 2000.

Berdasarkan jiwa Pembukaan
dan Bab XII Pasal 30 Undang-
Undang Dasar 1945, pertahan-
an keamanan negara Republik
Indonesia diselenggarakan mela-
lui pengerahan segenap warga
negara berdasarkan hak dan ke-
wajibannya secara terpadu, adil
dan merata dan di bawah arah-
an Pemerintah.

Perwujudan penyelenggara-
an pertahanan keamanan nega-
ra dengan sistem pertahanan
keamanan rakyat semesta ditem-
puh melalui: (1) Memasyarakat-
kan upaya pertahanan keaman-
an negara; (1) Menegakkan hak
dan kewajiban warga negara
dalam upaya bela negara; (3)
Mengamankan dan mendaya
gunakan sumber daya nasional
dan prasarana nasional untuk ke-
pentingan pertahanan keaman-
an negara.
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Undang-undang tentang Per-
tahanan Negara Republik Indo-
nesia pada awal mulanya dite-
tapkan berdasar UU Nomor 29
Tahun 1954 yang mengacu pada
Undang-Undang Dasar Semen-
tara RI 1950. Dalam perkem-
bangan selanjutnya pengaturan
penyelenggaraan pertahanan
keamanan negara, tidak lagi se-
suai dengan perkembangan ke-
tatanegaraan Republik Indone-
sia, pertumbuhan Angkatan Ber-
senjata, serta perkembangan per-
syaratan pertahanan keamanan
negara.

Walaupun demikian terdapat
beberapa materi pokok yang ma-
sih sesuai dengan perkembangan
keadaan dan kebutuhan, di an-
taranya yang berhubungan de-
ngan pandangan bangsa tentang
pertahanan keamanan negara
yaitu pertahanan rakyat dan
sistem keikutsertaan warga nega-
ra dalam pertahanan negara
yvang meliputi Pendidikan Pen-
dahuluan Pertahanan Rakyat
(PPPR), Wajib Latih (Wala) dan
Angkatan Perang yang terdiri
dari anggota sukarela dan ang-
gota wajib, dengan berbagai
penyesuaian tertentu.

Materi pokok yang sudah ti-
dak sesuai lagi dengan perkem-
bangan keadaan dan kebutuhan
diantaranya adalah dasar-dasar,
pengelolaan pertahanan negara
yang dilandasi paham demokra-
siliberal yang diambil dari sistem

konstitusi pada saat undang-un-
dang tersebut ditetapkan. Di
dalam Undang-undang No 20
tahun 1982 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pertahanan
Keamanan Negara Republik In-
donesia sebagai pengganti UU
NO 29 tahun 1954, dikembang-
kan penjabaran berbagai keten-
tuan pasal di dalam Undang-
Undang Dasar 1945 dengan ber-
pangkal tolak pada jiwa Pembu-
kaan dan Bab XII tentang Perta-
hanan Negara serta Pasal 30
yang dihubungkan dengan Pasal -
10, Pasal 11, Pasal 12 Undang-
Undang Dasar 1945.

Selanjutnya, masih terdapat
materi pokok tentang penyeleng-
garaan pertahanan keamanan
negara yang belum sepenuhnya
diatur dalam Undang-undang
Nomor 29 Tahun 1954 dan telah
disempurnakan pengaturannya
antara lain:

1. Undang-undang Nomor 29
Tahun 1954 ternyata hanya
mengatur tentang Angkatan Pe-
rang yang terdiri dari Angkatan
Darat,Angkatan Laut dan Ang-
katan Udara, pendidikan pen-
dahuluan pertahanan rakyat ser-
ta wajib latih bagi rakyat; dengan
demikian maka undang-undang
tersebut semata-mata mengatur
sumber daya manusia saja. Se-
dangkan dalam penyelengga-
raan pertahanan keamanan
negara perlu diamankan dan di-
dayagunakan segenap unsur
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sumber daya nasional dan prasa-
rana nasional, baik prasarana
fisik maupun prasarana psikis
secara terpadu dan terarah.
Dalam kaitannya dengan Pasal
31 dan Pasal 33 Undang-Un-
dang Dasar 1945, unsur-unsur
sumber daya nasional diatur pe-
ngelolaan dan pendayagunaan-
nya secara dini, baik pada masa
damai,maupun dalam keadaan
darurat, agar dapat diperoleh
hasil guna bagi sebesar-besar ke-
makmuran rakyat dengan tidak
mengabaikan kepentingan per-
tahanan keamanan negara. De-
ngan demikian dalam undang-
undang ini mengatur tentang
pelaksanaan hak dan kewajiban
warga negara untuk ikut serta
dalam usaha pembelaan negara.
Bentuk pengikut sertaan rakyat
dimulai dari semenjak masa per-
siapan yang dilaksanakan secara
dini sampai pendayagunaannya
dalam penyelenggaraan tugas-
tugas pertahanan keamanan
negara. Dalam pada itu diatur
pula pokok-pokok pembinaan
dan pendayagunaan sumber
daya alam sebagaimana dimak-
sud Pasal 33 Undang-Undang
Dasar 1945.

2. Dalam Undang-undang
Nomor 29 Tahun 1954 tidak ter-
dapat ketentuan tentang Kepoli-
sian Negara Republik Indonesia
yang sejak awal tahun 60-an te-
lah dimasukkan menjadi bagian
tidak terpisahkan dalam Ang-
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katan Bersenjata.

3. Berdasarkan konstitusi
yang berlaku pada saat itu, da-
lam Undang-undang Nomor 29
Tahun 1954 tidak dikenal pe-
ngertian dan kedudukan Ang-
katan Bersenjata sebagai ke-
kuatan sosial yang telah memi-
liki landasan konstitusional sejak
diberlakukannya kembali Un-
dang-Undang Dasar 1945 dan
sebagaimana telah disahkan de-
ngan Ketetapan Majelis Per-
musyawaratan Rakyat Nomor
IV/MPR/1978. Oleh karena itu
peranan Angkatan Bersenjata
baik sebagai komponen utama
kekuatan pertahanan keamanan
negara maupun sebagai unsur
kekuatan sosial mendapat ke-
dudukan yang jelas dalam Un-
dang-undang tentang Ketentu-
an-ketentuan Pokok Pertahanan
Keamanan Negara Republik In-
donesia pada waktu itu, sehingga
memperoleh landasan hukum
dalam peraturan perundang-un-
dangan Republik Indonesia se-
bagai penuangan ketentuan
Garis-garis Besar Haluan Nega-
ra.

4. Sejalan dengan maksud ke-
tentuan Pasal 17 Undang-Un-
dang Dasar 1945, maka Menteri
merupakan pembantu Presiden,
yang memimpin suatu departe-
men sebagai penyelenggara kebi-
jaksanaan serta pembina perta-
hanan keamanan negara. Ja-
batan Menteri yang membidang;i
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pertahanan keamanan negara
tersebut dengan demikian, bu-
kanlah merupakan jabatan poli-
tik belaka, melainkan jabatan
yang memerlukan persyaratan
yang harus menguasai dan
mengetahui seluk beluk hal-hal
yang mengenai lingkungan pe-
kerjaannya. Dalam pada itu
kedudukan Presiden sesuai de-
ngan Undang-Undang Dasar
1945 berarti, memegang kekua-
saan yang tertinggi dalam penye-
lenggaraan komando dan pe-
ngelolaan atas Angkatan Bersen-
jata. Mengingat bahwa tugas ke-
wajiban Presiden demikian luas
dan beraneka ragam, sedangkan
tugas penyelenggaraan koman-
do Angkatan Bersenjata menun-
tut perhatian yang berlanjut dan
berkesinambungan, maka dite-
tapkan jabatan Panglima Ang-
katan Bersenjata yang bertang-
gungjawab langsung kepada
Presiden untuk menjalankan tu-
gas komando dan pengendalian
kekuatan serta kemampuan Ang-
katan Bersenjata.

5. Hak dan kewajiban untuk
ikut serta dalam usaha pembe-
laan negara sebagaimana tercan-
tum dalam pasal 30 Undang-
Undang Dasar 1945 sesungguh-
nya sudah merupakan kebu-
dayaan bangsa Indonesia selama
berabad-abad sebagaimana dike-
tahui dari sejarah tanah air dan
bangsa Indonesia masa lampau.
Dalam undang-undang ini hak

dan kewajiban tersebut dijabar-
kan melalui sistem keanggotaan
Angkatan Bersenjata secara su-
karela atau secara wajib, keang-
gotaan Cadangan Tentara Na-
sional Indonesia secara sukarela
atau secara wajib, keanggotaan
Rakyat Terlatih secara wajib dan
keanggotaan Perlindungan
Masyarakat secara sukarela.

6. Maka, demi terlaksananya
ketentuan yang terkandung
dalam Pembukaan dan Pasal 30
Undang-Undang Dasar 1945 ser-
ta Ketetapan Majelis Permusya-
waratan Rakyat Nomor IV/
MPR/1978 dijabarkan ketentu-
an-ketentuan pokok pertahanan
keamanan negara yang mencer-
minkan ciri-ciri demokrasi dalam
penyelenggaraan pertahanan
keamananan negara dengan
melibatkan segenap sumber daya
nasional dan segenap prasarana
psikis maupun prasarana fisik
dalam satu sistem pertahanan
keamanan rakyat semesta.

7.Selanjutnya seiring dengan
reformasi nasional dan setelah
diterbitkan TAP MPR RI NO VI
dan VII tahun 2000 maka ke-
beradaan Hankamneg RI meng-
alami perubahan menonjol an-
tara lain pemisahan TNI dan Pol-
ri, dihapuskannya fungsi SOS-
POL ABRI, perubahan UU NO
20 tahun 1982 menjadi UU NO
2 tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara RI, UU No 3 tahun 2002
tentang Pertahanan Negara RI
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dan UU NO 34 tahun 2004 ten-
tang TNIL

Khusus untuk Sishankamrata
beberapa penjelasan yang diper-
" lukan adalah sebagai berikut:

a. Sishankamrata adalah
sinergi holistik dari segenap kom-
ponen kekuatan nasional yang
diintegrasikan kedalam sebuah
sistem yang dikembangkan oleh
bangsa Indonesia berdasarkan
norma,nilai,falsafah serta peng-
alaman sejarah yang cocok de-
ngan kondisi wilayah negara RI
berupa negara kepulauan.

b. Sistemhankamrata diba-
ngun dan dikembangkan atas
dasar dan prinsip perang rakyat
semesta, dilaksanakan melalui
perlawanan rakyat semesta me-
liputi perlawanan rakyat bersen-
jata/kombatan (terdiri dari TNI,
cadangan TNI, Rakyat terlatih
yang dimobilisasi berdasarkan
UU) dan perlawanan rakyat
tidak bersenjata/non kombatan
(terdiri dari komponen kekuatan
rakyat yang bertugas sesuai
bidang profesinya) yang bertugas
sebagai kesatuan ketentraman
dan ketertiban umum, perlin-
dungan rakyat,keamanan rakyat
yang sewaktu-waktu siap dimo-
bilisasi bila ada keadaan darurat.

(c) Dalam jangka waktu dua
periode pembangunan nasional
jangka panjang kedepan (40-50
tahun) bangsa Indonesia dipre-
diksikan belum akan mampu
membangun kekuatan TNI yang
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kuat,besar dan tangguh karena
beberapa alasan antara lain: 1)
Wilayah geografi Indonesia beru-
pa negara kepulauan memerlu-
kan TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU
yang besar dan kuat dilengkapi
dengan alat utama dan sistem
senjata (AlutSista) yang modern
didukung penguasaan Iptek dan
Industri strategis yang kuat pula,
2) Untuk membangun kekuatan
TNI yang besar dan kuat memer-
lukan anggaran yang luar biasa
besar, 3) Pembangunan nasional
jangka panjang sampai dengan
dua periode kedepan masih di-
prioritaskan pada pembangunan
ekonomi dan kesejahteraan
rakyat. Kekuatan TNI dibangun
secara selektif diarahkan untuk
memelihara kekuatan yang ada
dan memperpanjang usia pakai
Alut Sista, penambahan baru
alutsista hanya untuk mengganti
alut sista lama yang dihapus.

d. Rakyat adalah komponen
dasar dari kekuatan Sistem-
hankamrata, secara berlanjut
kekuatan rakyat dilatih, diorgani-
sasikan dan disiapkan serta di-
siagakan sebagai kekuatan yang
siap dimobilisasikan menjadi
kombatan dan non kombatan
bila negara memerlukannya, mi-
salnya dalam menghadapi ke-
adaan bahaya.

Perang Rakyat Remesta ada-
lah inti kekuatan dan metoda Sis-
hankamrata yang sudah ter-
uji oleh sejarah dengan indikat.
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Bangsa Indonesia adalah
bangsa yang cinta damai namun
lebih cinta kemerdekaan.Perang
adalah jalan terakhir untuk
mempertahankan kemerdekaan
setelah upaya pemecahan dam-
ai tidak membuahkan hasil, ser-
ta perang yang dilaksanakan
adalah perang keadilan. Pelak-
sanaan perang bersifat kesemes-
taan, kewilayahan dan kerak-
yatan. Percaya pada kekuatan
sendiri, pantang menyerah baik
penyerahan diri maupun penye-
rahan wilayah.

Kesemestaan mengandung
makna bahwa kekuatan nasional
baik sumberdaya manusia, sum-
berdaya alam, sumberdaya buat-
an, Iptek didayagunakan sebesar-
besar untuk melindungi kepen-
tingan nasional.

Kewilayahan mengandung
makna bahwa wilayah negara
yang bersifat kepulauan merupa-
kan satu kesatuan wilayah Han-
kam. Wilayah adalah medan
juang dan medan perlawanan
terhadap agressor , ancaman ter-
hadap sebagian wilayah perta-
hanan adalah ancaman terha-
dap keseluruhan wilayah nega-
ra.

Kerakyatan mengandung
makna bahwa perang dilaksa-
nakan untuk rakyat, oleh rakyat
dan dari rakyat. Rakyat adalah
andalan kekuatan Sistemhan-
kamrata yang berfungsi sebagai
daya tangkal bangsa dan nega-

ra. Dalam melaksanakan perang,
kekuatan rakyat diorganisaikan
melalui kesatuan kombatan dan
non kombatan serta disebarkan
pada seluruh wilayah medan
perlawanan rakyat.
Persoalannya bukan seberapa
besar bidang militer tercakup
dalam keamanan nasional, akan
tetapi lebih berorientasi kepada
tugas pokok, peran, fungsi dan
peran serta pelaksanaan tugas
disesuaikan dengan ruang, sasa-
ran, waktu, sarana (termasuk
anggaran), yang diatur oleh pe-
rangkat pengatur. Yang dimak-
sud adalah mulai dari UUD sam-
pai dengan Perpres. UU No 3
tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara RI yang semula adalah
UU No 20 tahun 1982 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Per-
tahanan Keamanan Negara RI,
secara jelas mengamanatkan
bahwa Pertahanan (seharusnya
tetap menyertakan kata Ke-
amanan) Negara Rl adalah tang-
gung jawab seluruh komponen
kekuatan bangsa. Fungsi tersebut
telah dibagi habis pada seluruh
pemegang fungsi pemerintah
yaitu Kementrian/Lembaga
negara (K/L) secara proporsio-
nal seimbang. Pelaksanaannya
melibatkan seluruh komponen
kekuatan bangsa.
Masing-masing komponen
kekuatan bangsa mempunyai
tugas,fungsi dan peran sesuai
dengan posisi masing-masing
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yang diatur oleh UU. Bila kita
menggunakan istilah seberapa
besar saya khawatir akan terje-
bak kepada wacana sempit mi-
salnya terjebak kepada seberapa
besar bidang militer harus men-
dapat hak, porsi anggaran pem-
bangunan tertentu sehingga
kurang mengedepankan kewa-
jiban dan tanggung jawabnya
terhadap negara dan bangsa.

Pertahanan nasional sebagai
bagian integral keamanan
nasional

Secara universal pertahanan
nasional (national defence) adalah
suatu tata laku, suatu tindakan,
suatu kegiatan mempertahankan
sesuatu dari ancaman. Secara
historis, kegiatan pertahanan
nasional tak terpisahkan dari ke-
beradaan dan peran militer, se-
mentara semua militer di negara
beradab pada zaman moderen
ini dibangun untuk menghadapi
ancaman militer dan ancaman
bersenjata yang membahayakan
eksistensi dan kelangsungan
hidup bangsa dan negara. Prak-
tek pertahanan nasional itu ter-
lihat dengan jelas dalam bentuk
perang dan bentuk kegiatan lain-
nya seperti operasi militer selain
perang, yang tujuannya melin-
dungi eksistensi-bangsa dan ne-
gara, yang dalam pengertian
umum turut serta mebantu men-
ciptakan keamanan bagi negara
dan bangsa. Oleh karena itu per-
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tahanan nasional bukan satu-sa-
tunya jalan untuk memelihara
keamanan nasional. Dalam pe-
ngertian yang identik public ame-
nity, public service, community pro-
tection, public safety, public good
order, law enforcement, Kamtib-
mas, emergency management - se-
cara tunggal - bukan satu-satu-
nya jalan untuk memelihara
keamanan nasional. Keselu-
ruhannya secara sinergi holistik
adalah bagian integral dari Sis-
kamnas. .

Potensi gangguan dari dalam
negeri terhadap langgengnya
keamanan dalam negeri ( Ameri-
ka menyebutnya dengan home-
land security) terutama bersumber
pada terjadinya pelanggaran
hukum dan ketertiban masya-
rakat, ancaman non tradisional
serta bencana alam dan wabah

penyakit. Dalam hal ini yang

menjadi penjaga utama agar hu-
kum dan ketertiban dapat dite-
gakkan adalah polisi dan aparat
penegak hukum serta aparat
negara lainnya. Sedangkan tu-
gas, peran dan fungsi militer ada-
lah sebagai kekuatan bantuan
manakala otoritas pemerintahan
sipil dan Polri membutuhkan
bantuan kekuatan.

Karena itu, tidak mudah un-
tuk menyederhanakan keduanya
dengan mengatakan bahwa mi-
liter mengemban tanggung
jawab pertahanan sementara
polisi mengemban tanggung
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jawab keamanan. Tentara dan
polisi (dan alat negara lainnya)
bersama-sama — sesuai dengan
wilayah otoritas masing-masing
yang ditetapkan dengan per-
aturan perundang-undangan —
bekerja untuk mencapai suatu
tingkat keadaan aman yang sta-
bil. Perlu diingat bahwa tugas
menegakkan dan menjaga ke-
amanan nasional tidak habis
dibagi oleh tentara dan polisi
saja. Berdasarkan Undang-Un-
dang, dalam keadaan memaksa
(force majeur), otoritas sipil ber-
wewenang menugaskan militer
untuk ikut mengerjakan peker-
jaan di luar tanggung jawab uta-
manya (Military Operation Other
Than War/MOOTW), yang bagi
TNI diatur melalui pasal 18 ayat
(1) UU No 34 tahun 2004 tentang
TNI dan UU No 23 /Prp tahun
1959 tentang Keadaan Bahaya.
Tapi penugasan itu harus di-
akhiri segera setelah keadaan ber-
hasil dipulihkan normal kemba-
li, serta mendapat persetujuan
dari DPR RIL

Dalam rangka memahami
hakekatinterdependensi dan si-
nergi antar komponen kekuatan
nasional haruslah bertolak dari
landasan legal formal kemudian
dicari korelasinya dengan peng-
alaman sejarah serta kebutuhan
masa depan bangsa Indonesia.

Tujuan Keberadaan TNI
sebagai Komponen Utama
Pertahanan Negara RI

Keberadaan TNI cukup unik
apabila dibandingkan dengan
tentara negara lain pada umum-
nya. TNI lahir antara lain di-
sebabkan oleh dorongan untuk
turut serta bersama-sama kom-
ponen kekuatan bangsa lainnya
merebut kemerdekaan dari pen-
jajahan Belanda. Dalam se-
jarah perkembangannya ke-
beradaan TNI mengalami per-
ubahan yang cukup signifikan."
Diawali dari terbentuknya Las-
kar-laskar Pejuang yang dipra-
karsai oleh kelompok-kelompok
masyarakat yang sadar akan arti
pentingnya perjuangan fisik
merebutkemerdekaan.

Dari gambaran secara singkat
di atas, upaya untuk merebut ke-
merdekaan merupakan upaya
total seluruh kekuatan bangsa,
masing-masing kekuatan rakyat
bahu membahu mengusir penja-
jah tanpa memperhitungkan sta-
tus kombatan atau non kom-
batan. Upaya merebut kemerde-
kaan oleh seluruh kekuatan
rakyat seperti ini dikenal sebagai
Perang Rakyat Semesta (Perata),
kemudian berkembang menjadi
Sistem Pertahanan Keamanan
Rakyat Semesta (Sishankamra-
ta). Oleh sebab itu ciri kerak-
yatan, kesemestaan dan kewi-
layahan sangat mengemuka.
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Mengingat perkembangan ke-
beradaan TNI yang berasal dari
rakyat, berjuang bersama rakyat,
pelindung dan pembela rakyat,
selanjutnya ketiga unsur tadi
menjadi jatidiri TNI. Hal inilah
yang membedakan perkem-
bangan upaya pertahanan ke-
amanan negara Republik Indo-
nesia dengan negara-negara lain
yang sudah maju (terutama ne-
gara lain yang menganut demo-
krasi). Tidak terlampau berle-
bihan bila TNI adalah salah satu
pengawal pembentukan NKRI.
Kondisi kejiwaan seperti inilah
yang senantiasa memberi inspira-
si kepada TNI untuk memeliha-
ra kadar pengabdiannya kepada
bangsa dan negara, kendati da-
lam keadaan tertentu dinilai oleh
para pengamat politik militer saat
ini, sebagai “terlampau berle-
bihan”. Terutama bila diban-
dingkan dengan keberadaan ten-
tara di negara lain yang pemben-
tukannya dilakukan oleh peme-
rintah. Di negara tersebut peng-
abdian tentara dalam arti pelak-
sanaan kegiatannya senantiasa
didahului oleh keputusan politik
dari pemegang kekuasaan poli-

Kondisi seperti ini, dalam
keadaan tertentu dianggap oleh
TNIsebagai “terlambat”. Artinya
bila harus menunggu keputusan
politik ketika negara dihadapkan
pada ancaman yang membaha-
yakan kedaulatan negara, iden-
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titas dan integritas bangsa serta
perkembangan kehidupan bang-
sa dan negara, maka kekeliruan
dalam menanggulangi ancaman
dalam arti “terlambat” harus
dibayar dengan ongkos sosial
politik dan sosial ekonomi yang
cukup mahal.Pada sisinya yang
khas TNI dihadapkan pada risi-
ko melanggar HAM dan sering
dituduh sebagai memusuhi seke-
lompok rakyat Indonesia sendi-
ri. Posisi seperti inilah yang sering
menimbulkan polemik suprema-
si militer yang tidak cocok de- -
ngan demokrasi. Hal inilah yang
harus segera dipecahkan dengan
menerapkan prinsip solusi kom-
prehensif dirumuskan tanpa
emosi dan arogansi. Beberapa
prinsip yang harus dipatuhi se-
mua pihak adalah Tentara ada-
lah pilihan terakhir digunakan
(the last resort, dengan catatan
tetap tidak menutup pelibatan

tentara dalam MOOTW) dalam

pemecahan masalah keamanan
nasional, setelah semua diploma-
si, upaya damai dan bermartabat
mengalami kegagalan, semua
risiko keterlambatan dalam
pengambilan keputusan adalah
tanggung jawab para elitpolitik
sipil penyelenggara fungsi pe-
merintahan.

Pada perjuangan mempertah-
ankan dan mengisi kemerde-
kaan, TNI dan seluruh rakyat
Indonesia secara bertahap dan
bahu membahu berhasil melak-
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sanakan perubahan diberbagai
aspek kehidupan nasional. Be-
berapa yang cukup menonjol
antara lain telah mulai nampak
adanya kedewasaan politik, ser-
ta kesadaran rakyat pada umum-
nya terhadap masa depan yang
lebih baik. Sudah sewajarnyalah
apabila tata laku TNI harus tetap
ikut memelihara arah perubah-
an tersebut Tidak mudah bagi
bangsa Indonesia untuk mem-
bangun Siskamnas yang cocok
dengan perkembangan jaman,
sesuai dengan kebutuhan bang-
sa Indonesia dalam arti sesuai
dengan tata nilai yang hidup ser-
ta yang terpenting diantaranya
adalah mampu dibiayai oleh
sumber daya nasional yang ada.
Perkembangan TNI bukanlah
urusan TNI semata, bukan ma-
salah yang mudah, tidak boleh
asal berubah karena menyang-
kut kelangsungan hidup berne-
gara.

Penutup

Masalah keamanan adalah
masalah hakiki bagi makhluk
hidup dimuka bumi ini. Ke-
amanan mempunyai wilayah
cakupan yang sangat luas dan
berjangka panjang. Selain itu
keamanan mempunyai karakter
menyeluruh (komprehensif inte-
gral) menyangkut kehidupan
umat manusia, mulai dari indi-

vidu, keluarga, masyarakat, |

bangsa dan negara.

Oleh sebab itu, memecahkan
masalah keamanan nasional
harus dikaji secara mendalam,
hati-hati dan penuh dengan ke-
arifan dan bebas dari emosi ser-
ta kepentingan sesaat. Penelitian
dan pengkajian hendaknya mem-
perhatikan masukan dari
jalur aspiratif/ masyarakat pada
umumnya, jalur akademik dan
tak kalah pentingnya adalah
para profesional serta praktisi/
pelaksana sejarah.

Prinsip demokrasi, otoritas.
pemerintahan sipil, penggunaan
kekuatan tentara sebagai the last
resort, MOOTW, keterpaduan
upaya segenap komponen ke-
amanan nasional dengan keje-
lasan wilayah tanggung jawab
dan kewenangannya tanpa ha-
rus terjebak dalam arogansi ada-
lah bekal mendasar dalam me-
ngelola keamanan nasional Indo-
nesia.

Semoga semua pihak memiliki
kesadaran yang tinggi akan mak-
na persatuan-kesatuan,gotong
royong, sinergi holistik tanpa
harus mengorbankan kebine-
kaan, pluralitas dan heterogeni-
tas dalam membangun Siskam-
nas Indonesia yang cocok bagi
bangsa Indonesia.
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